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KODE ETIK PROFESI DOKTER 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Pencapaian kesehatan optimal sebagai hak asasi manusia merupakan salah satu unsur 

kesejahteraan umum yang akan turut menjamin terwujudnya pembangunan kesehatan 

dalam meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap 

orang. Untuk mencapai hal tersebut perlu diciptakan berbagai upaya kesehatan kepada 

seluruh masyarakat. Dokter sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan 

kesehatan masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dan terkait secara 

langsung dengan proses pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan. Ilmu 

pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku sebagai kompetensi yang didapat selama 

pendidikan akan merupakan landasan utama bagi dokter untuk dapat melakukan 

tindakan kedokteran dalam upaya 

pelayanan kesehatan. Pendidikan kedokteran pada dasarnya bertujuan untuk 

meningkatkan mutu kesehatan bagi seluruh masyarakat. 

 

II. PENGERTIAN ETIKA 

Etika kedokteran merupakan seperangkat perilaku anggota profesi kedokteran dalam 

hubungannya dengan klien / pasien, teman sejawat dan masyarakat umumnya serta 

merupakan bagian dari keseluruhan proses pengambilan keputusan dan tindakan medic 

ditinjau dari segi norma-norma / nilai-nilai moral. 

 

III. PENGERTIAN DOKTER 

 

Dokter adalah pihak yang mempunyai keahlian di bidang kedokteran. Pada 

Kedududukan ini, dokter adalah orang yang dianggap pakar dalam bidang kedokteran . 
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Dokter adalah orang yang memiliki kewenangan dan izin sebagaimana mestinya untuk 

melakukan pelayanan kesehatan, khususnya memeriksa dan mengobati penyakit dan 

dilakukan menurut hukum dalam pelayanan kesehatan.  

Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi 

spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di 

luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

 

 

IV. PENGERTIAN KEDOKTERAN 

 

Kedokteran (Inggris: medicine) adalah suatu ilmu dan seni yang mempelajari tentang 

penyakit dan cara-cara penyembuhannya. Ilmu kedokteran adalah cabang ilmu 

kesehatan yang mempelajari tentang cara mempertahankan kesehatan manusia dan 

mengembalikan manusia pada keadaan sehat dengan memberikan pengobatan pada 

penyakit dan cedera. Ilmu ini meliputi pengetahuan tentang sistem tubuh manusia dan 

penyakit serta pengobatannya, dan penerapan dari pengetahuan tersebut. 

 

 

 

V. TUJUAN ETIKA PROFESI DOKTER 

 

Tujuan dari etika profesi dokter adalah untuk mengantisipasi atau mencegah terjadinya 

perkembangan yang buruk terhadap profesi dokter dan mencegah agar dokter dalam 

menjalani profesinya dapat bersikap professional maka perlu kiranya membentuk kode 

etik profesi kedokteran untuk mengawal sang dokter dalam menjalankan profesinya 

tersebut agar sesuai dengan tuntutan ideal. Tunutakn tersebut kita kenal dengan kode 

etik profesi dokter.  
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VI. KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA 

 

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA 

NO. 221 /PB/A.4/04/2002 

TENTANG 

PENERAPAN KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA 

PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA 

 

1. KEWAJIBAN UMUM 

Pasal 1 

Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah 

dokter. 

Pasal 2 

Seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai 

dengan standar profesi yang tertinggi. 

Pasal 3 

Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh 

dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan 

kemandirian profesi. 

Pasal 4 

Setiap dokter harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri. 

Pasal 5 

Tiap perbuatan atau nasehat yang mungkin melemahkan daya tahan psikis 

maupun fisik hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien, setelah 

memperoleh persetujuan pasien. 

Pasal 6 

Setiap dokter harus senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan dan 

menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji 

kebenarannya dan hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat. 
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Pasal 7 

Seorang dokter hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah 

diperiksa sendiri kebenarannya. 

Pasal 7a 

Seorang dokter harus, dalam setiap praktik medisnya, memberikan pelayanan 

medis yang kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai 

rasa kasih sayang (compassion) dan penghormatan atas martabat manusia. 

Pasal 7b 

Seorang dokter harus bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan 

sejawatnya, dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya yang dia ketahui 

memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi, atau yang melakukan 

penipuan atau penggelapan, dalam menangani pasien 

Pasal 7c 

Seorang dokter harus menghormati hak-hak pasien, hak-hak sejawatnya, dan hak 

tenaga kesehatan lainnya, dan harus menjaga kepercayaan pasien. 

Pasal 7d 

Setiap dokten harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup 

makhluk insani. 

Pasal 8 

Dalam melakukan pekerjaannya seorang dokter harus memperhatikan 

kepentingan masyarakat dan memperhatikan semua aspek pelayanan kesehatan 

yang menyeluruh (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif), baik fisik 

maupun psiko-sosial, serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdi masyarakat 

yang sebenar-benarnya. 
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Pasal 9 

Setiap dokter dalam bekerja sama dengan para pejabat di bidang kesehatan dan 

bidang lainnya serta masyarakat, harus saling menghormati. 

2. KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP PASIEN 

Pasal 10 

Setiap dokten wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan 

ketrampilannya untuk kepentingan pasien. Dalam hal ini ia tidak mampu 

melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka atas persetujuan pasien,ia 

wajib menujuk pasien kepada dokten yang mempunyai keahlian dalam penyakit 

tersebut. 

Pasal 11 

Setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasa 

dapat berhubungan dengan keluarga dan penasehatnya dalam beribadat dan atau 

dalam masalah lainnya. 

Pasal 12 

Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang 

seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. 

Pasal 13 

Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas 

perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu 

memberikannya. 
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3. KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP TEMAN SEJAWAT 

Pasal 14 

Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin 

diperlakukan. 

Pasal 15 

Setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dan teman sejawat, kecuali 

dengan persetujuan atau berdasarkan prosedur yang etis. 

 

4. KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP DIRI SENDIRI 

Pasal 16 

Setiap dokter harus memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan 

baik. 

Pasal 17 

Setiap dokter harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi kedokteran/kesehatan. 

 

VII. PENJELASAN KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA PASAL 

DEMI PASAL 

Pasal 1 

Sumpah dokter di Indonesia telah diakui dalam PP No. 26 Tahun 1960. Lafal initerus 

disempurnakan sesuai dengan dinamika perkembangan internal dan eksternal profesi 

kedokteran baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Penyempurnaan 

dilakukan pada Musyawarah Kerja Nasional Etik Kedokteran II, tahun l98l, pada Rapat 

Kerja Nasional Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) dan Majelis Pembinaan 

dan Pembelaan Anggota (MP2A), tahun 1993, dan pada Musyawarah Kerja Nasional 

Etik Kedokteran III, tahun 2001. 
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Pasal 2 

Yang dimaksud dengan ukuran tertinggi dalam melakukan protesi kedokteran mutakhir, 

yaitu yang sesuai dengan perkembangan IPTEK Kedokteran, etika umum, etika 

kedokteran, hukum dan agama, sesuai tingkat/jenjang pelayanan kesehatan, serta 

kondisi dan situasi setempat. 

Pasal 3 

Perbuatan berikut dipandang bertentangan dengan etik : 

1. Secara sendiri atau bersama-sama menerapkan pengetahuan dan ketrampilan 

kedokteran dalam segala bentuk.  

 

2. Menerima imbalan selain dan pada yang layak, sesuai dengan jasanya, kecuali 

dengan keikhlasan dan pengetahuan dan atau kehendak pasien.  

 

3. Membuat ikatan atau menerima imbalan dan perusahaan farmasi/obat, 

perusahaan alat kesehatan/kedokteran atau badan lain yang dapat mempengaruhi 

pekerjaan dokter.  

 

4. Melibatkan diri secara langsung atau tidak langsung untuk mempromosikan 

obat, alat atau bahan lain guna kepentingan dan keuntungan pribadi dokter. 

Pasal 4 

Seorang dokter harus sadar bahwa pengetahuan dan ketrampilan profesi yang 

dimilikinya adalah karena karunia dan kemurahan Tuhan Yang Maha Esa semata. 

Dengan demikian imbalan jasa yang diminta harus didalam batas batas yang wajar. Hal-

hal berikut merupakan contoh yang dipandang bertentangan dengan Etik : 

1. Menggunakan gelar yang tidak menjadi haknya.  
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2. Mengiklankan kemampuan, atau kelebihan-kelebihan yang dimilikinya baik 

lisan maupun dalam tulisan. 

Pasal 5 

Sebagaimana contoh, tindakan pembedahan pada waktu operasi adalah tindakan demi 

kepentingan pasien. 

Pasal 6 

Yang dimaksud dengan mengumumkan ialah menyebarluaskan baik secara lisan, tulisan 

maupun melalui cara lainnya kepada orang lain atau masyarakat. 

Pasal 7 

Cukup Jelas 

Pasal 8 

Cukup Jelas 

Pasal 9 

Cukup Jelas 

Pasal 10 

Dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut adalah dokter yang 

mempunyai kompetensi keahlian di bidang tertentu menurut dokter yang waktu itu 

sedang menangani pasien 

Pasal 11  

Cukup jelas. 

Pasal 12  

Kewajiban ini sering disebut sebagai kewajiban memegang teguh rahasia jabatan yang 

mempunyai aspek hukum dan tidak bersifat mutlak. 

Pasal 13 

Kewajiban ini dapat tidak dilaksanakan apabila dokter tersebut terancam jiwanya. 
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Pasal 14 

Cukup jelas. 

Pasal 15 

Secara etik seharusnya bila seorang dokter didatangi oleh seorang pasien yang diketahui 

telah ditangani oleh dokter lain, maka ia segera memberitahu dokter yang telah terlebih 

dahulu melayani pasien tersebut. 

 

Hubungan dokter-pasien terputus bila pasien memutuskan hubungan tersebut. Dalam 

hal ini dokter yang bersangkutan seyogyanya tetap memperhatikan kesehatan pasien 

yang bersangkutan sampai dengan saat pasien telah ditangani oleh dokter lain. 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

 

 

VIII. PEDOMAN PELAKSANAAN KODE ETIK KEDOKTERAN 

INDONESIA 

 

KODEKI menunjukkan bahwa profesi dokter sejak perintisannya telah membuktikan 

sebagai profesi yang luhur dan mulia. 

Keluhuran dan kemuliaan ini ditunjukkan oleh 6 sifat dasar yang harus ditunjukkan oleh 

setiap dokter yaitu : 

1. Sifat ketuhanan. 

2. Kemurnian niat. 

3. Keluhuran budi 

4. Kerendahan hati. 

5. Kesungguhan kerja 



10 
 

6. Integritas ilmiah dan sosial. 

Dalam mengamalkan profesinya, setiap dokter akan berhubungan dengan manusia 

yang sedang mengharapkan pertolongan dalam suatu hubungan kesepakatan 

terapeutik. Agar dalam hubungan tersebut keenam sifat dasar di atas dapat tetap 

terjaga, maka disusun Kode Etik Kedokteran Indonesia yang merupakan 

kesepakatan dokter Indonesia bagi pedoman pelaksanaan profesi. Kode Etik 

Kedokteran Indonesia didasarkan pada asas-asas hidup bermasyarakat, yaitu 

Pancasila yang telah sama-sama diakui oleh Bangsa Indonesia sebagai falsafah 

hidup bangsa. 

 

KEWAJIBAN UMUM 

Pasal 1 

Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah 

dokter. Penjelasan dan pedoman pelaksanaan. 

Sebagai hasil Muktamar Ikatan Dokter Sedunia (WMA) di Geneva pada bulan 

September 1948, dikeluarkan suatu pernyataan yang kemudian diamandir di Sydney 

bulan Agustus 1968. 

 

Pernyataan tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Majelis 

Pertimbangan Kesehatan dan Sya’ra Departemen Kesehatan RI dan Panitia Dewan 

Guru Besar Fakultas Kedokteran Indonesia, kemudian dikukuhkan oleh Peraturan 

Pemerintah No. 26 tahun 1960 dan disempurnakan pada Musyawarah Kerja 

Nasional Etik Kedokteran II yang diselengarakan pada tanggal 14-16 Desember 

1981 di Jakarta dan diterima sebagai lafal Sumpah Dokter Indonesia. Lafal ini 

disempurnakan lagi pada Rapat Kerja Nasional Majelis Kehormatan Etika 

Kedokteran (MKEK) dan Majelis Pertimbangan dan Pembelaan Anggota (MP2A), 

20-22 Mei 1993. 
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Perkembangan mendasar terjadi pada WMA General Assembly di Stockholm yang 

ke 46, September 1994, terutama yang berkaitan dengan butir sumpah yang 

menyatakan Saya akan menjaga, memelihara dan menghormati setiap hidup insani 

mulai dan (saat pembuahan atau awal kehidupan). Lokakarya Ratifikasi 

Amandemen Deklarasi Geneva tentang sumpah dokter ini untuk dokter di Indonesia 

telah dilakukan oleh MKEK pada bulan Oktober 2000, dengan merekomendasikan 

mengganti kalimat saat pembuahan yang selama ini dipergunakan dalam angkat 

sumpah dokter Indonesia, menjadi awal kehidupan. Pertentangan tentang 

penggantian kalimat pada butir ini muncul pada saat Muktamar. 

DI XXIV Tahun 2000, sehingga mengamanatkan PB IDI periode kepengurusan 

2000-2003, untuk menyelenggarakan pertemuan Khusus untuk menuntaskan 

permasalahan tersebut. Melalui Mukernas Etika Kedokteran III, Mei 2001, 

permasalahan ini masih belum dapat diselesaikan, sehingga diputuskan tetap 

memakai lafal sumpah sebagaimana yang tertera di bawah ini (sambil menunggu 

hasil referendum dan anggota IDI untuk memilih a). apakah pasal ini dihapuskan 

saja; b). Saya akan menjaga, memelihara dan menghormati setiap hidup insani mulai 

saat pembuahan; c). Saya akan menjaga, memelihara dan menghormati setiap 

kehidupan insani ...; d). Saya akan menjaga, memelihara dan menghormati setiap 

hidup insani ... mulai dan awal kehidupan). 

8a. Demi Allah saya bersumpah, bahwa: 

1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan. 

2. Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila, 

sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter. 

3. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur profesi 

kedokteran. 

4. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena keprofesian 

saya. 

5. Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan dokter saya untuk sesuatu yang 

bertentangan dengan perikemanusian, sekalipun di ancam. 
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6. Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dan saat pembuahan. 

7. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien, dengan memperhatikan 

kepentingan masyarakat. 

8. Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh 

oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, gender, politik, 

kedudukan sosial dan jenis penyakit dalam menunaikan kewajiban terhadap 

pasien. 

9. Saya akan memberi kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima 

kasih yang selayaknya. 

10. Saya akan perlakukan teman sejawat saya seperti saudara sekandung. 

11. Saya akan mentaati dan mengamalkan Kode Etik Kedokteran Indonesia. 

12. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan 

mempertaruhkan kehormatan diri saya. 

 

8b. Pengambilan Sumpah Dokter  

Pengambilan sumpah dokter merupakan saat yang sangat penting artinya bagi seorang 

dokter, karena pada kesempatan ini ia berikrar bahwa dalam mengamalkan profesinya, 

ia akan selalu mendasarmnya dengan kesanggupan yang telah diucapkannya sebagai 

sumpah. Oleh karena itu upacara pengambilan sumpah hendaknya dilaksanakan dalam 

suasana yang hikmat. Suasana hikmat dapat diwujudkan bila upacara pengambilan 

sumpah dilaksanakan secara khusus, mendahului acara pelantikan dokter. 

Untuk yang beragama Islam, "Demi Allah saya bersumpah". Untuk penganut agama 

lain mengucapkan lafal yang diharuskan sesuai yang ditentukan oleh agama masing-

masing. Sesudah itu lafal sumpah di ucapkan secara bersam asama dan semua peserta 

pengambilan sumpah.Bagi mereka yang tidak mengucapkan sumpah, perkataan sumpah 

di ganti dengan janji. 
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8c. Yang Wajib Mengambil Sumpah 

Semua dokter Indonesia. Lulusan pendidikan dalam negeri maupun luar negeri wajib 

mengambil sumpah dokter.Mahasiswa asing yang belajar di Perguruan Tinggi 

Kedokteran Indonesia juga diharuskan mengambil sumpah dokter Indonesia. 

Dokter asing tidak harus diambil sumpahnya karena tamu, ia menjadi tanggung jawab 

instansi yang memperkerjakannya. Dokter asing yang memberi pelayanan langsung 

kepada masyarakat Indonesia, harus tunduk pada KODEKI. 

 

8d. Penjelasan Beberapa Hal Yang Berkaitan Dengan Lafal Sumpah Dokter 

Beberapa kata dalam sumpah dokter, yang memerlukan penjelasan antara lain  

1. Dalam pengertian "Guru-guru saya", termasuk juga mereka yang pernah menjadi 

guru / dosennya. 

2. Dalam ikrar sumpah yang keempat, dikemukakan bahwa dalam menjalankan 

tugas seorang dokter akan mengutamakan kepentingan masyarakat.  

 

Dalam pengertian inl tak berarti bahwa kepentingan individu pasien dikorbankan 

demi kepentingan masyarakat tetapi harus ada keseimbangan pertimbangan 

antara keduanya. 

Contoh ekses yang dapat timbul : 

Seorang dokter melakukan eksperimen pada pasiennya tanpa memperhatikan 

keselamatan pasien tersebut demi kepentingan masyarakat (Neurenberg trial). 

Pelayanan KB massal kadang-kadang menyampingkan kepentingan individu 

demi kepentingan masyarakat luas. 

Dalam perang dibenarkan adanya korban prajurit demi kepentingan negara. 
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Pasal 2 

Seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai 

dengan standar profesi yang tertinggi. 

Penjelasan dan Pedoman Pelaksanaan. 

Yang dimaksud dengan ukuran tertinggi dalam melakukan profesi kedokteran adalah 

yang sesuai dengan ilmu kedokteran mutakhir, sarana yang tersedia, kemampuan pasien, 

etika umum, etika kedokteran, hukum dan agama. 

 

Ilmu kedokteran yang menyangkut segala pengetahuan dan ketrampilan yang telah 

diajarkan dan dimiliki harus dipelihara dan dipupuk, sesuai dengan fitrah dan 

kemampuan dokter tersebut. Etika umum dan etika kedokteran harus diamalkan dalam 

melaksanakan profesi secara tulus ikhlas, jujur dan rasa cinta terhadap sesama manusia, 

serta penampilan tingkah laku, tutur kata dan berbagai sitat lain yang terpuji, seimbang 

dengan martabat jabatan dokter. 

 

ljazah yang dimiliki seseorang, merupakan persyaratan untuk memperoleh ijin kerja 

sesuai profesinya (SID(Surat Ijin Dokter)/SP (Surat Penugasan)). Untuk melakukan 

pekerjaan protesi kedokteran, wajib dituruti peraturan perundangundangan yang berlaku 

(SIP, yaitu: Surat Ijin Penugasan). 

 

Dokter mempunyai tanggung jawab yang besar, bukan saja terhadap manusia lain 

dan hukum, tetapi terpenting adalah terhadap keinsyafan bathinnya sendiri, dan 

akhirnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pasien dan keluarganya akan menerima 

hasil usaha dan seorang dokter, kalau Ia percaya akan keahlian dokter itu dan 

kesungguhannya, sehingga mereka tidak menganggap menjadi masalah bila usaha 

penyembuhan yang dilakukan gagal. Dengan demikian seorang dokter harus 

menginsyati betapa beratnya tanggung jawab dokter. Perlu diperhatikan bahwa 
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perbuatan setiap dokter, mempengaruhi pendapat orang banyak terhadap seluruh 

dokter. 

Pelayanan yang diberikan kepada pasien yang dirawat hendaknya adalah seluruh 

kemampuan sang dokter dalam bidang ilmu pengetahuan dan perikemanusiaan. 

Pasal 3 

Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh 

dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan 

kemandirian profesi. 

Penjelasan dan Pedoman Pelaksanaan. 

Seluruh Kode Etik Kedokteran Indonesia mengemukakan betapa luhur pekerjaan profesi 

dokter. Meskipun dalam melaksanakan pekerjaan profesi, dokter memperoleh imbalan, 

namun hal ini tidak dapat disamakan dengan usaha penjualan jasa lainnya. 

Pelaksanaan profesi kedokteran tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan piibadi, 

tetapi lebih didasari sikap perikemanusiaan dan mengutamakan kepentingan pasien. 

1. Hal-hal berikut dilarang 
1. Menjual contoh obat (tree sample) yang diterima cuma-cuma dan 

perusahaan farmasi. 

2. Menjuruskan pasien untuk membeli obat tertentu karena dokter yang 

bersangkutan telah menerima komisi dan perusahaan farmasi tertentu. 

3. Mengijinkan penggunaan nama dan profesi sebagai dokter untuk 

kegiatan pelayanan kedokteran kepada orang yang tidak berhak, 

misalnya dengan namanya melindungi balai pengobatan yang tidak 

memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Pemerintah. 

4. Melakukan tindakan kedokteran yang tidak perlu atau tanpa indikasi 

yang jelas, karena ingin menarik pembayaran yang lebih banyak. 

5. Kunjungan ke rumah pasien atau kunjungan pasien ke kamar praktek 

hendaklah seperlunya saja supaya jangan menimbulkan kesan seolaholah 

dimaksudkan untuk memperbanyak imbalan jasa. Hal ini perlu 
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diperhatikan terutama oleh dokter perusahaan yang dibayar menurut 

banyaknya konsultasi. 

6. Melakukan usaha untuk menarik perhatian umum dengan maksud supaya 

praktek lebih dikenal orang lain dan pendapatannya bertambah. Misalnya 

mempergunakan iklan atau mengizinkan onang lain mengumumkan 

namanya dan atau hail pengobatannya dalam surat kabar atau media 

massa lain. 

7. Meminta dahulu sebagian atau seluruh imbalan jasa 

perawatanpengobatan, misalnya pada waktu akan diadakan pembedahan 

atau pertolongan obstetri. 

8. Meminta tambahan honorarium untuk dokter-dokten ahli bedah/ 

kebidanan kandungan, setelah diketahui kasus yang sedang ditangani 

ternyata sulit, dimana pasien yang bersangkutan berada pada situasi yang 

sulit. 

9. Menjual nama dengan memasang papan praktek di suatu tempat padahal 

dokter yang bersangkutan tidak pernah atau jarang datang ke tempat 

tersebut, sedangkan yang menjalankan praktek sehani-harinya dokten 

lain bahkan orang yang tidak mempunyai keahlian yang samadengan 

dokter yang namanya terbaca pada papan praktek. 

10. Mengekploitasi dokter lain, dimana pembagian prosentasi imbalan jasa 

tidak adil. 

11. Merujuk pasien ke tempat sejawat kelompoknya, walaupun di dekat 

tempat prakteknya ada sejawat lain yang mempunyal keahlian yang 

diperlukan. 

1. Secara sendiri atau bersama menerapkan pengetahuan dan ketrampilan 

kedokteran dalam segala bentuk: 

a. Merendahkan jabatan kalau dokter bekerjasama dengan orang atau badan 

yang tidak berhak melakukan praktek dokter. Dengan demikian Ia 

melindungi perbuatan orang/badan yang bersangkutan. 
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b. Rujukan dokter umum ke dokter ahli harus benar-benar ditaati, yang 

disediakan memang benar pelayanan rujukan dokter spesialis, bukan 

pelayanan dokter umum atau dokter umum yang sedang menjalani 

pendidikan spesialisasi. 

2. Menerima imbalan selain dan pada jasa yang layak sesuai dengan jasanya, 

kecuali dengan keikhlasan, sepengetahuan dan atau kehendak pasien. 

1. Seorang yang memberikan jasa keahlian dan tenaganya untuk keperluan 

orang lain, berhak menerima upah. Demikian pula seorang dokter, meskipun 

sifat hubungan dokter dan pasien tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan 

itu. 

Pada zaman purbakala, orang mempersembahkan korban pada sang 

pengobat, sebagai penangkis setan, iblis yang menyebabkan sakit. 

Sekarangpun masih berlaku kebiasaan pasien memberikan sesuatu kepada 

dukunnya seperti ayam, beras ketan dan sebagainiya. Jadi, imbalan jasa yang 

dibenikan kepada dokter sebetulnya lanjutan dan pada kebiasaan tersebut. 

 

Pertolongan dokter terutama didasarkan pada perikemanusiaan, dibenikan 

tanpa perhitungan terlebih dahulu tentang untung ruginya. Setiap pasien 

harus diperlakukan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya. Meskipun demikian 

hasil dan pekerjaan itu hendaknya juga dapat memenuhi keperluan hidup 

sesuai kedudukan dokter dalam masyarakat. Perumahan yang layak yang 

berarti tempat hidup berkeluarga yang cukup higienis, serta tempat praktek 

harus mempunyai ruangan tempat menenima pasien dengan aman dan 

tenang.  

 

Alat kedokteran seperlunya, kendaraan, pustaka sederhana, santapan rohani, 

kewajiban sosial dan lain-lain, semua itu memerlukan angganan belanja. Jadi 

sudah selayaknya kalau dokter menenima imbalan jasa untuk pengabdian 

protesinya. Di kota besar seperti Jakarta, tempat praktek sering terpisah dari 
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rumah dan inl memerlukan biaya yang tidak sedikit 

Karena sitat perbuatannya yang mulia maka uang yang diterimanya tidak 

 

diberi nama upah atau gaji, melainkan honorarium atau imbalan jasa. 

Besarnya imbalan tergantung pada beberapa faktor yaltu keadaan tempat, 

kemampuan pasien, lama dan sifatnya pertolongan yang diberikan dan sitat 

pelayanan umum atau spesialistik. 

 

2. Pedoman dasar imbalan jasa dokter adalah sebagal berikut 

1. imbalan jasa dokter disesuaikan dengan kemampuan pasien. 

Kemampuan pasien dapat diketahui dengan bertanya 

Iangsung dengan mempertimbangkan kedudukan/mata 

pencaharian, rumah sakit dan kelas dimana pasien dirawat. 

2. Dan segi medik, imbalan jasa dokter ditetapkan dengan 

mengingat karya dan tanggung jawab dokter. 

3. Besarnya imbalan jasa dokter dikomunikasikan dengan jelas 

kepada pasien. Khususnya untuk tindakan yang diduga 

memerlukan biaya banyak, besarnya imbalan jasa dapat 

dikemukakan kepada pasien sebelum tindakan dilakukan, 

dengan mempertimbangkan keadaan pasien. Pemberitahuan 

ini harus dilakukan secara bijaksania agan tidak menimbulkan 

rasa cemas atau kebingungan pasien. 

4. Imbalan jasa dokter sifatnya tidak mutlak dan pada dasarnya 

tidak dapat diseragamkan. 

Imbalan jasa dapat diperingan atau sama sekali dibebaskan, 

misalnya: 

- Jika ternyata bahwa biaya pengobatan seluruhnya terlalu 

besar untuk pasien. 

- Karena penyulit-penyulit yang tidak terduga, biaya 

pengobatan jauh di luar perhitungan semula. 
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Dalam hal pasien dirawat di rumah sakit dan jika biaya 

pengobatan seluruhnya menjadi terlalu berat, maka imbalan 

jasa dapat diperingan atau dibebaskan sama sekali. 

Keninganan biaya rumah sakit diserahkan kepada 

kebijaksanaan pengelola rumah sakit. 

5. Bagi pasien yang mengalami musibah akibat kecelakaan, 

pertolongan pertama lebih diutamakan dan pada imbalan jasa. 

6. Seorang pasien dapat mengajukan permohonan untuk 

- Keringanan imbalan jasa dokter Iangsung pada dokter yang 

merawat. 

- Jika perlu dapat melalui Ikatan Dokter Indonesia setempat. 

7. Dalam hal ada ketidak serasian mengenai imbalan jasa dokter 

yang diajukan kepada Ikatan 

Dokter Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia akan 

mendengarkan kedua belah pihak sebelum menetapkan 

keputusannya. 

8. Imbalan dokter spesialis yang lebih besar bukan saja 

didasarkan atas kelebihan pengetahuan dan ketrampilan 

spesialis, melainkan juga atas kewajiban/keharusan spesialis 

menyediakan alat kedokteran khusus untuk menjalankan 

tugas spesialisasinya. 

9. lmbalan jasa dapat ditambah dengan biaya perjalanan jika 

dipanggil ke rumah pasien. 

10. Selanjutnya, jasa yang diberikan pada malam hari atau waktu 

libur dinilai lebih tinggi dan biaya konsultasi biasa. Imbalan 

jasa dokten, disesuaikan dengan keadaan, maka ketentuan 

imbalan jasa inl dapat berubah.  

Tentu saja segala sesuatu mengenal uang jasa sama sekali 

tidak mutlak sifatnya. Dokter harus mempentimbangkan 

kemampuan keuangan pasien yang kunang atau tidak mampu, 
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dibebaskan sebagian atau selunuhnya dan pembayanan. 

Dalam hal tensebut, ikutilah penasaan perikemanusiaan. 

Janganlah menuntut imbalan jasa yang ebih besar dan pada 

yang disanggupi pasien kanena keuntungan dan penderitaan 

orang lain. Adalah tidak sesual dengan martabat jabatan kalau 

seorang dokter menerima imbalan jasa yang besarnya jauh 

melebihi dan pada lazimnya. Menerima yang berlebih-lebih 

itu, sedikit banyak mengurangi wibawa dan kebebasan 

bertindak dokter tensebut terhadap pasien. 

Lain halnya dan tidak bertentangan dengan etik, kalau 

seonang pasien sebagai kenang-kenangan dan tanda terima 

kasih dengan ikhlas memberikan sesuatu kepada dokternya. 

11. Tidak dibenarkan memberikan sebagian dan imbalan jasa 

kepada teman sejawatnya yang mengirimkan pasien untuk 

konsultasi (dichotom,) atau komisi untuk orang yang 

langsung ataupun tidak menjadi perantara dalam 

hubungannya dengan pasien. Misalnya pengusaha hotel, 

bidan, perawat dan sebagainya yang mencarikan pasien (cab). 

12. Imbalan jasa dokter yang bertugas memelihana kesehatan 

para karyawan atau pekerja suatu perusahaan, dipengaruhi 

oleh beberapafaktor yaitu banyaknya karyawan dan 

keluarganya,frekuensi kunjungan kepada perusahaan tensebut 

dan sebagainya. Tidak jarang tidak mengunjungi perusahaan 

secara berkala, hanya menerima karyawan yang sakit 

ditempat prakteknya. 

Ada imbalan yang tetap besarnya (fixum) tiap bulan, ada yang 

menurut banyaknya konsultasi atau kombinasi dan kedua cara 

tersebut. 

13. lmbalan jasa pertobongan darurat dan pertolongan sederhana 

tidak diminta dari : 
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1. Korban kecelakaan 

2. Teman sejawat termasuk dokter gigi dan apoteker 

serta keluanga yang menjadi tanggung 

jawabnya. 

3. Mahasiswa kedokteran, bidan dan perawat. 

4. Dan siapapun yang dikehendakinya.  

Biaya-biaya bahan alat terbuang yang cukup mahal 

serta rawatan yang ditentukan kemudian setelah 

pertolongan selesai diberikan. 

Pasal 4 

Setiap Dokter harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji 

diri.  Penjelasan dan Pedoman Pelaksanaan : 

Seorang dokter harus sadar bahwa pengetahuan dan ketrampilan profesi yang 

dimilikinya adalah karena kanunia dan kemunahan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena 

itu memuji diri adalah tidak patut. 

a. Setiap perbuatan yang bersifat memuji diri. 

1. Mempergunakan gelar kesarjanaan yang dimiliki tidak menurut undangundang 

berarti melanggar Etik Kedoktenan. PP No. 30 tahun 1990 mengatur tentang 

gelar akademik dan gelar profesi. Setiap gelar dokter hendaknya mengindahkan 

peratunan inl. Apabila seorang dokter mempunyailebih dari satu gelar, maka 

gelar yang dicantumkan pada papan praktek adalah yang sesuai dengan jasa atau 

prakteknya. 

2. Tidak dibenarkan seorang dokter mengadakan wawancara dengan pers atau 

menulis karangan dalam majalah/harian untuk memperkenalkan dan 

mempromosikan cara ia mengobati sesuatu penyakit, karena orang awam yang 

membacanya tidak dapat menilai keberanannya. 
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3. Satu-satunya tempat untuk mengumumkan sesuatu yang dianggap bermanfaat 

dalam bidang kedokteran ialah majalah kedokteran sehingga akan terbukti nanti 

apakah yang dikemukakan itu tahan kritik sesama ahli. Namun demikian, 

wawancara dan tulisan ilmiah yang berorientasi kepada masyarakat dan bersifat 

penyuluhan serta bendasarkan kejujuran ilmiah malahan sangat diharapkan dan 

seorang dokter. 

4. Masyanakat harus diberikan penerangan tentang berbagai kemungkinan yang 

tensedia dalam ilmu kedokteran, untuk mencegah pasien datang terlambat 

kepada dokten atau pergi ke tukang obat ("quacks"). Penerangan ini dapat 

dilakukan melalui ruangan (rubnik) kesehatan majalah/surat kaban harian. 

Hampir setiap majalah mempunyai ruang mengenai kesehatan, biasanya 

nuangan ini diasuh oleh seorang dokten. 

Tujuan rubrik tersebut ialah memberi penerangan kepada masyarakat supaya 

mereka dapat membantu usaha pemerintah mempertinggi derajat kesehatan. 

5. Setiap dokter yang menulis karangan yang bersitat mendidik ini, berjasa 

terhadap masyarakat. Tulisan itu akan bertentangan dengan Etik Kedokteran 

kalau dengan sengaja dibubuhi berbagai cerita tentang hasil pengobatan sendiri, 

karena menjadi iklan buat diri sendiri. 

6. Kode Etik tidak mengijinkan dokter memberi kesempatan kepada orang awam 

untuk menghadiri pembedahan.atau menyiarkan foto pembedahan dengan 

maksud memperkenalkan diri kepada khalayak ramai. Supaya jangan menyalahi 

etik, laporan foto tersebut hendaklah 

7. Sedapat-dapatnya dokter mencegah orang lain untuk menyiarkan nama dan hasil 

pengobatannya dalam surat kabar. 

b. Dibenarkan Etik Kedokteran 

1. Memasang iklan yang wajar dalam harian pada waktu praktek dimulai, 

maksimal ukurannya dua kolom x 10 cm. Iklan dapat dipasang 3-4 kali pada 

permulaan praktek dan satu kali sewaktu praktek ditutup karena cuti dan satu 
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kali sewaktu praktek dibuka kembali.Teks iklan ini sama dengan yang tercantum 

pada papan nama ditambah dengan alamat rumah dan telepon. 

2. Menggantungkan atau memancangkan papan nama di depan ruangan tempat 

praktek .Papan nama berukuran 40x60 cm, tidak boleh melebihi 60x90 cm, cat 

putih dengan huruf hitam. Nama gelar yang sah dan jenis pelayanan sesuai 

dengan surat ijin praktek dan waktu praktek. Papan tersebut tidak boleh dihiasi 

warna atau penerangan yang bersifat iklan. 

 

3. Kertas resep, seperti halnya dengan papan pengenal praktek (papan nama) 

yang dibenarkan oleh Kode Etik Kedokteran ialah Ukuran maksimum 1/4 folio 

(10,5 x 16,5 cm) Mencantumkan nama gelar yang sah, jenis pelayanan sesuai 

SIP, No. SID/SP, alamat praktek, nomor telepon dan waktu praktek. Seandainya 

tempat praktek berlainan dengan tempat tinggal dapat ditambah alamat rumah 

dan nomor teleponnya. 

Pasal 5 

Tiap perbuatan atau nasehat yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik 

hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien, setelah memperoleh 

persetujuan pasien. Penjelasan dan pedoman pelaksanaannya : 

Seorang dokter berusaha menyembuhkan pasien dan penyakitnya dan memulihkan 

kembali kesehatannya. Hubungan fisik dan psikis/mental seseorang adalah erat.  

Pasal 6 

Setiap dokter senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan dan menerapkan 

setiap penemuan tehnik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya 

serta hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. 

Pasal 7 

Seorang dokter hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah 

diperiksa sendiri kebenarannya.  
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Penjelasan dan Pedoman Pelaksanaan 

Hampir setiap hari kepada seorang dokter diminta keterangan tertulis mengenai 

bermacam-macam hal antara lain, tentang : 

1. Cuti sakit 

2. Kelahiran dan kematian 

3. Cacat 

4. Penyakit menular 

5. Visum et repertum (pro justicia) 

6. Keterangan kesehatan untuk asuransi jiwa, untuk lamaran kerja, untuk kawin 

dan sebagainya. 

7. Lain-lain. 

Hal yang perlu diperhatikan oleh seorang dokter pada waktu memberikan : 

1. Keterangan cuti sakit dan keterangan tentang tingkat cacat. Waspadalah terhadap 

sandiwara ("simulasi") melebih-lebihkan ("aggravi") mengenai sakit atau 

kecelakaan kerja. Berikan pendapat yang objektif dan logis serta dapat diuji 

kebenarannya. 

2. Keterangan kelahiran dan kematian 

Agar keterangan mengenai kelahiran/kematian diisi sesuai keadaan yang 

sebenarnya.Seorang dokter sesuai dengan Undang-Undang Wabah berkewajiban 

melaporkan adanya penyakit menular walaupun kadang-kadang keluarga tidak 

menyukainya. 

3. Visum et repertum (pro justicia) 

Kepolisian dan kejaksaan sering meminta visum et repertum kepada seorang 

dokter dalam hal perkara penganiayaan dan pembunuhan sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku. Visum agar dibuatkan dengan teliti dan 

mudah dipahami berdasarkan apa yang dilihat. Selain itu visum et repertum 

haruslah objektif tanpa pengaruh dan yang berkepentingan dalam perkara itu. 
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4. Laporan pengujian kesehatan untuk asuransi jiwa. 

5. Keterangan mengenai kebaikan bahan makanan paten dan khasiat suatu obat. 

Seorang dokter boleh memberitahukan keterangan tentang bahan makanan paten 

dan kasiat suatu obat kalau segala syarat ilmiah sudah dipenuhi. Pemeriksaan 

dan keterangan mengenai suatu bahan makanan atau obat, sebaiknya diserahkan 

kepada lembaga pemerintah. 

Pasal 7a 

Seorang dokter harus, dalam setiap praktik medisnya, memberikan pelayanan 

medis yang kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai 

rasa kasih sayang (compassion) dan penghormatan atas martabat manusia. 

Pasal 7b 

Seorang dokter harus bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan 

sejawatnya, dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya yang dia ketahui 

memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi, atau yang melakukan 

penipuan atau penggelapan, dalam menangani pasien. 

 

Pasal 7c 

Seorang dokter harus menghormati hak-hak pasien, hak-hak sejawatnya, dan hak 

tenaga kesehatan lainnya, dan harus menjaga ke percayaan pasien. 

Pasal 7d 

Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup 

makluk insani. 

Pasal 8 

Dalam melakukan pekerjaannya, seorang dokter harus mengutamakan 

kepentingan masyarakat dan memperhatikan semua aspek pelayanan kesehatan 

yang menyeluruh (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif), serta berusaha 

menjadi pendidik dan pengabdi masyarakat yang sebenarnya. 

Pasal 9 

Setiap dokter dalam bekerja sama dengan para pejabat di bidang kesehatan dan 

bidang lainnya serta masyarakat, harus saling menghormatan.  
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KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP PASIEN 

Pasal 10 

Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan 

ketrampilannya untuk kepentingan pasien. Dalam hal ini ia tidak mampu 

melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka atas persetujuan pasien, ia 

wajib merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit 

tersebut. 

 

Pasal 11 

Setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasa dapat 

berhubungan dengan keluarga dan penasehatnya dalam beribadat dan atau dalam 

masalah lainnya. 

Pasal 12 

Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang 

seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. 

Penjelasan dan Pedoman Pelaksanaan 

Untuk memahami soal rahasia jabatan yang ditinjau dan sudut hukum ini, ada baiknya 

kita bagi perilaku dokter dalam 

1. Perilaku yang bersangkutan dengan pekerjaan sehari-hari. 

2. Perilaku dalam keadaan khusus 

Penjelasan : Ada Perilaku yang bersangkutan dengan pekerjaan sehari-hari. 

1. Pasal 322 Kitab Udang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

1. Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpan 

karena jabatan atau pencariannya, balk sekarang maupun yang dahulu, 

diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda 

paling banyak enam ratus rupiah. 

2. Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu 

hanya dapat dituntut diatas pengaduan orang itu. 

2. Pasal 1365 KUH Perdata. 

3. Sumpah (janji) dokter. 

4. Dengan Peraturan Pemerintah No. 10. 
tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran, Menteri Kesehatan 

dapat mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran wajib simpan 

rahasia itu, yang dapat dihukum menurut KUHP. 

Penjelasan : Perilaku dalam keadaan khusus 

Prilaku dalam keadaan khusus mendapat perlindungan hukum berdasarkan 

1. Menurut Pasal 170 KUHP 
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a. Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya 

diwajibkan menyimpan rahasia, dapat dibebaskan dan kewajiban untuk 

membeni keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan 

kepada mereka. 

b. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk penmintaan 

tensebut, maka pengadilan negeri memutuskan apakah alasan yang 

dikemukakan oleh saksi atau saksi ahli untuk tidak berbicara itu, layak 

dan dapat ditenima atau tidak. 

 

Pasal 13 

Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas 

perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bersedia dan lebih 

mampu memberikannya. Penjelasan dan Pedoman Pelaksanaan 

Hak seorang dokter untuk melakukan praktek dokter tidak terbatas pada suatu bidang 

ilmu kedokteran. Ia berhak dan berkewajiban menolong pasien, apapun yang 

dideritanya. Batas tindakan yang diambilnya terletak pada rasa tanggung jawab yang 

didasarkan pada ketrampilan dan keahliannya. 

 

KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP TEMAN  SEJAWATNYA 

Pasal 14 

Etik Kedokteran mengharuskan setiap dokter memelihara hubungan balk dengan teman 

sejawatnya sesuai makna atau butir dan lafal sumpah dokter yang mengisyaratkan 

perlakuan terhadap sejawatnya sebagal berikut : 

Saya akan perlakukan teman sejawat saya sebagai mana saya sendiri ingin 

diperlakukan". 

Untuk menjalin dan mempererat hubungan baik antara para teman sejawat, maka wajib 

memperlihatkan hal-hal berikut : 

1. Dokter yang baru menetap di suatu tempat mengunjungi teman sejawat yang 

telah berada di situ. Hal ini tidak perlu dilakukan di kota-kota besar dimana 

banyak dokter yang berpraktek, tetapi cukup dengan pemberitahuan tentang 

pembukaan praktek baru itu kepada teman sejawat yang tinggal berdekatan. 

2. Setiap dokter menjadi anggota lkatan Dokter Indonesia yang setia dan aktif. 

Dengan menghadiri pertemuan sosial dan klinik yang diselenggarakan, akan 

terjadi kontak pribadi sehingga timbul rasa persaudaraan dapat berkembang dan 

penambahan ilmu pengetahuan. 

Pasal 15 

Setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dan teman sejawat, kecuali 

dengan persetujuan atau berdasarkan prosedur yang etis. 
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KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP DIRI SENDIRI 

Pasal 16 

Setiap dokter hanus memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan 

baik. Penjelasan dan Pedoman Pelaksanaan 
Seperti diketahui, dokter pada umumnya bekerja sangat keras. Pagi dan atau siang 

bekerja di rumah sakit/poliklinik/lembaga kesehatan lainnya atau lembaga pendidikan, 

sedangkan pada sore dan/atau malam hari masih melakukan praktek atau jaga malam. 

 

Dokter umumnya bekerja keras dengan motivasi membangun praktek pribadi yang 

ramai untuk meningkatkan pendapatan keluarga atau semata-mata berdedikasi pada 

profesinya. Tanpa dirasa, praktek yang sukses dan ramai telah mendorong dokter yang 

bersangkutan untuk tetap bekerja keras pagi sampai malam. 

 

Keadaan ini sering menyebabkan dokter kurang memperhatikan keadaan kesehatan 

dirinya. Disamping itu, karena enggan menganggu teman sejawat yang diketahui juga 

sibuk, maka bila ia sakit, tmdak memeniksakan din ke dokter lain, tetapi mencoba 

mengobati din sendiri.Hindari mengobati diri sendiri, karena biasanya kurang tuntas. 

 

Laksanakan tindakan perlindungan diri. Kalau ada wabah untuk pencegahan penularan 

diperlukan immunisasi, maka dokter harus melakukan imunisasi terhadap dirinya 

dahulu. Kalau bertugas di klinik yang memungkinkan penularan melalul udara, pakailah 

masker. Cuci tangan setiap selesai memeriksa pasien,dan prosedur-prosedur pencegahan 

lainnya. 

Dokter wajib menjadi teladan dalam pelaksanaan perilaku sehat. Siapa yang akan 

melakukan pengobatan bila dokternya sakit. 

 

Pasal 17 

Setiap dokter harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan 

teknologi kedokteran / kesehatan. 

 

IX. PENGAWASAN/EVALUASI 

Sudah menjadi sifat manusia, apabila tidak diawasi maka berani melakukan 

pelanggaran. Oleh karena itu, implementasi KODEKI perlu diikuti dengan sistem 

pengawasan/evaluasi yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Hal-hal yang perlu 

dilakukan pada pengawasan/evaluasi adalah sebagai benikut: 

1. MKEK melaksanakan pengawasan secara aktit dan pasif 

Agar ada kejelasan siapa, kapan dan bagaimana melakukan pengawasan/ 

evaluasi maka PB IDI melalui MKEK Pusat diharapkan dapat membuat 

pedoman pengawasan/evaluasi yang merupakan acuan umum, sedangkan 101 

Wilayah melalui MKEK Wilayah membuat petunjuk teknis 

pengawasan/evaluasi yang merupakan penjabaran pedoman yang disusun PB 

101 melalui MKEK Pusat sesuai dengan budaya, situasi dan kondisi wilayah. 
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2. Panitia Etik AS sebagai pemantau di RS 

Seperti disebutkan diatas bahwa AS wajib mempunyai panitia etik maka panitia 

etik di RS ini diharapkan dapat secara optimal melakukan pengawasan secara 

aktif maupun pasif implementasi KODEKI. Oleh karena itu panitia etik AS 

diharapkan mempunyai prosedur tetap pengawasan/evaluasi KODEKI serta 

pencatatan dan pelaporan masalah etik. 

3. Perlu adanya pelaporan kasus etik secara berkala dan berjenjang. 

Perlu dikembangkan format laporan kasus etik dan tata cara pelaporan secara 

berkala dan berjenjang. 

 

 

X. PENEGAKAN IMPLEMENTASI ETIK 

Penegakan implementasi etik dilakukan secara berjenjang sebagai berikut: 

1. Panitia etik AS memecahkan masalah etik di rumah sakit 

2. Panitia etik AS merujuk pelanggaran etik yang tidak bisa diselesaikan di AS ke 

MKEK/MAKERSI (Majelis Kehormatan Etika Rumah Sakit). 

3. MKEK menangani kasus etik pengaduan dan masyarakat. 
4. Dalam penanganan masalah etik harus memperhatikan ketentuan hukum dan 

etika lain yang berlaku. 

 

 

XI. ORGANISASI MKEK 

Yang paling penting dalam organisasi MKEK adalah kedudukan MKEK dengan IDI. 

Mengacu kedudukari MKEK Pusat, maka MKEK Wilayah diharapkan berkedudukan 

sejajar dengan IDI Wilayah dan dapat bekerja secara otonom. 
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XII. LAIN-LAIN 

1. Pengurus Besar IDI melalui MKEK Pusat agar membuat fatwa mengenai kasus 

terminal State 

2. IDI, PERSI, GP Farmasi dan ISFI agar membuat "guidelines" yang jelas tentang 

ketentuan promosi obat, alat kesehatan dan kosmetik dan sekaligus membuat 

badan penyelesaiannya. 

3. Pelanggaran ketentuan promosi agar tidak dijadikan sebagai produk hukum 

tetapi sebagai masalah etika. 

4. IDI/MKEK dan PERSI/MAKERSI agar bersama-sama membuat model untuk 

terciptanya Hospital By Laws. 

5. IDI dan ISFI agar terlibat langsung dalam audit dan sertifikasi obat tradisional. 

6. Agar IDI membuat tim tetap penguji kesehatan pejabat tinggi negara sambil 

menunggu dikeluarkan ketentuan perundangan. 

IDI dan pejabat kesehatan setempat melakukan pengawasan terhadap penggunaan 

tenaga dokter asing di wilayah masing-masing. 

 

XIII. PENUTUP 

Kode Etik Kedokteran Indonesia disusun dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu : kewajiban 

dokter, yaitu kewajiban umum, kewajiban kepada pasien, kewajiban kepada diri sendiri 

dan teman sejawatnya. Keharusan mengamalkan kode etik disebutkan dalam lafal 

sumpah dokter yang didasarkan pada PP No. 26 tahun 1960. Ini berarti terbuka 

kemungkinan memberikan sanksi kepada mereka yang melanggan kode etik. 

 

XIV. DAFTAR PUSTAKA 

Buku “Memahami Berbagai Etika Profesi & Pekerjaan” Penulis Ismantoro Dwi 

Yuwono,S.H, Penerbit Pustaka Yustisia. 

http://www.ilunifk83.com/c2-kesehatan-dan-ilmu-kedokteran 

 

 

 

 

 

 

http://www.ilunifk83.com/c2-kesehatan-dan-ilmu-kedokteran
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